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Proses Bisnis Inspektorat
Daerah Kabupaten
Kebumen
K A B U P A T E N  K E B U M E N  2 0 2 2



PEMERINTAII KABUPATEN KEB UMEN

INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Armgbinang No.16 Kebumen 54311  Telp. (0287) 381437, 381319

Fax(0287)381319E-mail:inspektoratkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR :   060/  C75   /KEP/2022

TENTANG

PFIA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang    :  a.     bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan

untuk  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  tepat

fungsi    dan    tepat    proses    di    Inspektorat    Daerah

Kabupaten   Kebumen,   dipandang   perlu   menetapkan

peta proses bisnis;

b.     bahwa     berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Inspektur     Daerah     tentang     Peta     Proses     Bisnis

Inspektorat  Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat      :   1.   Undang-Undang    Nomor     13    Tahun     1950     tentang

Pembentukan      Daerah-daerah      Kabupaten      dalam

Lingkungan    Propinsi    Jawa    Tengah    (Berita    Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2009    tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun  2009  Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

3.   Undang-Undang    Nomor     12    Tahun     2011     tentang

Pe mb entukan          Peraturan          Pe run clang-un dangan

(Lembaran   Negara   Republik   Indone'sia   Tahun   2011

Nomor    82,    Tambahan    I+embaran    Negara    Republik

Indonesia   Nomor   5234)    sebagaimana   telah    diubah

dengan Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2019  tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011

tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2019

Nomor    183,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 6398);



4.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil   Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun   2014   Nomor  6,   Tambahan   Lembaran   Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

5.   Undang-Undang    Nomor    23    Tahun     2014    tentang

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana

telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.   Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014    tentang

Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun   1950  tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor  13

Tahun    1950    tentang    Pembentukan    Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang

Pembinaan        dan         Pengawasan         Penyelenggaraan

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

9.

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  96   Tahun  2012  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009

tentang  Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10.  Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi   Birokrasi   Nomor   19   Tahun   2018   tentang

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

12.  Peraturan Daerah   Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun

2021    tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Daerah

Kabupaten   Kebumen   Nomor   7   Tahun   2016   tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



13.  Peraturan Daerah Kebupaten Kebumen Nomor 6 Tahun

2019   tentang   Pelayanan   Ifublik   (Lembaran   Daerah

Kabupaten  Kebumen Tahun  2019  Nomor 6,  Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun

2021  tentang Rencana Pembangunan |Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

15.  Peraturan   Bupati   Kebumen   Nomor   40   Tahun   2020

tentang   Peta   Proses   Bisnis    Pemerintah   Kabupaten

Kebumen.

16.  Peraturan   Bupati   Kebumen   Nomor   66   Tahun   2021

tentang    Rencana    Strategis    Perangkat    Daerah    di

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

17.  Peraturan   Bupati   Kebumen   Nomor   110  Tahun   2021

tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan

F\mgsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSRAN :

Menetapkan  :

KESATU         :  Peta proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA           :   Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

merupakan   acuan   bagi     pembinaan      dan   pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah agar:

a.  mampu melaksanakan  tugas  dan  fungsi  secara efektif

dan efisien;

b.  mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal

maupun    ekstemal    mengenai    proses    bisnis    yang

dilakukan   untuk   mencapai   visi,   misi,   dan   tujuan

organisasi, dan

c.  memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan

mendokumentasikan   secara   rinci   mengenai   proses

bisnis yang dilakukan  untuk mencapai visi,  nisi,  dan

tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis

terkait   pengembangan   organisasi   dan   sumber   daya

manusia, serta penilaian kinerja.



KETIGA :  Keputusan   Inspektur   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal   I 1 Januari 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN      INSPEKTUR      DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 060/ 03 /KEP/2022
TENTANG
PETA   PROSES   BISNIS   INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Peta Proses Bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas

peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk

memetakan proses bisnis sebagai berikut:

a.  Identifikasi ruang lingkup Inspektorat Daerah berdasarkan mandat dari visi,

misi dan tujuan instansi pemerintah;

b.  Melakukan analisis sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat Daerah dan

dijabarkan menjadi daftar kegiatan;

c.  Penyusunan  kategori  kegiatan  ke  dalam  rumpun  kegiatan/proses  kerja

menjadi peta proses bisnis;

d.  Penyusunan setiap kelompok peta proses ke dalam peta subproses; dan

e.  Setiap peta  subproses  menjadi dasar untuk menyusun  peta lintas fungsi

(cross  rfu7tcti.oncio   yang  mengganbarkan   rangkaian   kerja   suatu   proses

beserta unit organisasi.

A. Visi dan Misi

Visi Inspektorat mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun

2021-2026 yaitu;  "Mewujudkan  Kabupaten  Kebumen  Semakin  Sejahtera,

Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat".  Sedangkan misi ada lima, dan yang

sesuai dengan fungsi Inspektorat adalah misi pertama, yaitu "Peningkatan

tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  melalui  pelayanan  birokrasi  yang

responsif serta penerapan e-gov dan open gov terintegrasi".

8.    Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi  organisasi maka ditetapkan

tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2021

- 2026' yaitu:

1.   Tugas pokok

Membantu   Bupati   membina   dan   mengawasi   pelaksanaan   Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasai penyelenggaraan

pemerintahan desa.
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2.   Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi:

a.  perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b.  pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;

c.  pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Bupati dan/ atau Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d.  penyusunan laporan hasil pengawasan;

e.  pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f.   pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

9.  pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam

rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;

h.  pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

i.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

C.    Indikator Kinerja utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah yang mendukung

IKU Daerah yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

D.    Peta proses

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses

atau  seluruh  aktivitas  yang  terdapat  di  lingkungan  organisasi.  Aktivitas

tersebut dikelompokan  dalam dua proses yaitu  proses utama dan  proses

pendukung. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai

utama.  Proses  utama  berperan  langsung  dalani  memenuhi  kebutuhan

pengguna   eksternal   dan   internal   instansi   pemerintah,   berpengaruh

langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi,

misi,  dan  strategi organisasi dan memberikan  respon  langsung terhadap

permintaan   dan   memenuhi   kebutuhan   pengguna.   Sedangkan   proses

pendukung,  merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional

dari   proses   utama   agar  dapat  berjalan   dengan   baik.   Kriteria  proses

pendukung,  antara  lain  memenuhi  kebutuhan  pengguna  internal  dan
memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
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Hasil  penyusunan  peta  proses  bisnis  Inspektorat  Daerah  dengan

memperhatikari seluruh kegiatan sesuai dengan:

1.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2021-2026;

2.  Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dan

3.  IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah;

4.  Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2020 tentang Peta Proses

Bisnis Pemkab Kebumen;

5.  Peraturan Bupati Kebumen Nomor Ilo Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  Serta Tata  Kerja  Inspektorat

Daerah

Pada  sub   proses   KBM-09   Pengelolaan  Pengawasan  dan   Hubungan

Kerjasama meliputi aktivitas sebagai berikut.

1.  Pelaksanaan dan pengendalian reformasi birokrasi, yang merupakan

rangkaian  kegiatan  dalam  mengelola  penyusunan  kebijakan  dan

pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi.

2.  Pengawasan internal, yaitu rangkaian kegiatan pengawasan intrernal

oleh Inspektorat melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi,

pengawasan lainnya.

3.  Pengelolaan    hubungan    kerjasama,    yaitu    rangkaian    kegiatan

kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

4.  Pendampingan pengawasan eksternal, yaitu rangkaian kegiatan yang

menangani dan menindaklanjuti pengawasan dari pihak eksternal.

Gambar. Peta Sub Proses KBM-09

Pengelolaan Pengawasan dan Hubungan Kerjasama

KBM. 09

PENGELOLAAN  PENGAWASAN  DAN  HUBUNGAN  KERJASAMA

KBM. 09.01
KBM. 09.02

Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengawasan Internal

Reformasi Birokrasi

KBM. 09.03 KBM. 09.04

Pengelolaan Hubungan Pendampingan Pengawasan

Kerjasama Eksternal
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E.  Peta Proses Bisnis lnspektorat Kabupaten Kebumen

Hasil penyusunan peta bisnis Inspektorat dengan memperhatikan berbagai

hal  di  atas  dihasilkan  tiga proses,  terdiri  atas  proses  utama dan  proses

pendukung.

a.   Proses Utama, terdiri dari 2 (dua) proses yaitu :

1.   Inspektorat-01 Penyelenggaraan Pengawasan

2.   Inspektorat-02 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

b.   Proses Pendukung terdiri dari 1  (satu) proses, yaitu:

1.  Inspektorat-03 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selengkapnya, gambar peta proses Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagal

berikut.

PETA  PROSES  BISNIS  INSPEKTORAT DAERAH

lNSPEKTORAT-01PenyelenggaraanPengawasan INSPEKTORAT-02

Perumusan  Kebijakan,

Pendampingan dan Asistensi

Proses Utama

lNSPEKTORAT-03

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Proses Pendukung

F.  PETA SUB PROSES

1.    Peta sub proses Inspektorat Penyelenggaraan Pengawasan-01 yaitu:

a.  Audit merupakan  proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi

bukti yang dilakukan  secara independen,  obyektif dan  profesional

berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas,     efektivitas,     efisiensi,     dan     keandalan     informasi

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
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b.  Reviu  merupakan    penelaahan  ulang  bukti-bukti  suatu  kegiatan

untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah

ditetapkan.

c.  Pemantauan  merupakan proses penilaian kemajuan suatu program

atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d.  Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang

telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

e.  Pengawasan   lainnya   berupa   sosialisasi   mengenai   pengawasan,

pendidikan    dan    pelatihan    pengawasan,    pembimbingan    dan

konsultansi,  pengelolaan  hasil  pengawasan,  dan  pemaparan  hasil

pengawasan.

INSPEKTORAT-01
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT-0 1. 0 1
AUDIT

INSPEKTORAT-0 1 . 03
PEMANTAUAN

INSPEKTORAT-01. 02
REVIU

INSPEKTORAT-01.04
EVALUASI

INSPEKTORAT-01.05
PENGAWASAN LAINNYA

2.   Peta  Sub  proses  Inspektorat-02  Perumusan  Kebijakan  Pendampingan

dan Asistensi yaitu :

a.    Pengawalan    pelaksanaan    program/kegiatan    penganggulangan

kemiskinan;

b.    Pembinaan Desa;

c.     Pengawasan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

d.    Pelaksanaan   penjaminan   kualitas   sistem   pengendalian   intern

pemerintah;

e.    Pelaksanaan   monitoring,   evaluasi   dan   pelaporan   pelaksanaan

koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, serta strategi nasional

pencegahan korupsi;

f.     Pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas
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9.     Pengendalian Gratifikasi;

h.    Pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;

i.     Pembangunan  dan  evaluasi  zona  integritas,  wilayah  bebas  dari

korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

j.     Penanganan atas pengaduan masyarakat dan Aparatur sipil Negara

k.    Pengoordinasian unit pemberantasan pungutan liar;

1.     Pelaksanaan   tindak   lanjut   kerjasama   dengan   aparat   penegak

hukum;

in.   Penyusunan kebijakan teknis pengawasan.

lnspektorat-02

Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

lnspektorat-02.01Pengawalanpelaksanaanprogram/kegiatanpenganggulangankemiskinanInspektorat-02.04

lnspektorat02.02PembinaanDesalnspektoratJ)2.05pelaksanaanmonitoriiig,evaluasi
Inspektorat-02.03PengawasandanPelaksanaanReformasiBirokrasilnspektorat-02.06

Pelaksanaan penjaminan dan pelaporan pelaksanaan Pengoordinasian kegiatan
kualitas sistem pengendalian koordinasi dan supervisi pembangunan budaya

intern pemerintalnspektorat-02.07PengendalianGratifikasi pencegahan korupsi, serta strateginasionalDencegahankorupsiInspektorat-02.08Pengcordinasiankegiatanpembangunanbudayainte8ritas inte8ritaslnspektorat-02.09pembangunandanevaluasizonaintegritas,wilayahbebasdarikorupsidanwilayahbirokrasibersihdanmelayani

lnspektorat-02.10penangananataspengaduanmasyarakatdanAparaturSipilNegara

lnspektorat-02.11pengoordinasianunitpemberantasanpungutan liarlnspektorat-02.13
lnspektorat-02.12pelaksanaantindaklanjutkerjasamadenganaparatpenegakhukum

Perumusan Kebijakan Teknis

Pengawasan

3.   Peta sub proses lnspektorat-03 Penunjang urusan Pemerintah Daerah,

Anggaran dan Kinerja yaitu:

a.  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

b.  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

c.  Administrasi Umum Perangkat Daerah;

d.  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah;

e.  Pengadaan   Barang  Milik  Daerah   Penunjang  Urusan   Pemerintah

Daerah;
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f.   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

9.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

h.  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

lnspektorat-03

Penunjang urusan Pemerintah Daerah, Anggaran dan Kinerj.a

lnspektorat-03.01 Inspektorat-03.02

Administrasi Kepegawaian Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah Perangkat Daerah

lnspektorat-03.03
lnspektorat-03.04

Pemeliharaan  Barang Milik
Administrasi Umum Perangkat

Daerah Penunj.ang Urusan
Daerah

Pemerintahan Daerah

Inspektorat-03.05
lnspektorat-03.06

Pengadaan Barang Milik
Penyediaan Jasa Penunjang

Daerah Penunj.ang Urusan
Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah

lnspektorat-03.07
Inspektorat-03.08

Perencanaan, Penganggaran,
Penyediaan Jasa Penunj.ang

dan Evaluasi Kinerj.a Perangkat
Urusan Pemerintahan Daerah

Daerah
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a. PETA RELASI

Peta   relasi   (re!cztl.onsha.p  map)   adalah   peta  yang   menggambarkan   dan

menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang

tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat

memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga

tercapai output yang ditentukan.

Gambar Peta Relasi Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Gambar 1.  Peta Relasi Proses Utama

PETA  RELAsl  lNSPEKTORAT DAERAH  KABUPATEN  KEBUMEN

Inspektorat-01

BupatiaratPene

Inspektorat-02

Perumusan Kebijakan,
Penyelenggaraan Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

Semua Perangkat Semua Perangkat

DaerahObyek               Ap DaerahakObyek

Pemeriksaan                  Hukum                  PemeriksaanMasyarakat

Gambar 2.  Peta Relasi Proses Pendukung

PETA  RELASI  INSPEKTORAT DAERAH  KABUPATEN  KEBUMEN

BappedaBag.Organisasi

lnspektorat-03

Bag.  PBJBag.AdministrasiPembangunan

Penunjang urusan Pemerintah

Daerah, Anggaran dan Kinerja

BPKADBKPPDBag.

Pemerintahan
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H. TATA LAKSANA ORGANISASI

1.  Inspektur  Pembantu  Bidang  Pemerintahan,  Kesejahteraan  Rakyat  dan

Desa menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan    kebijakan    pembinaan    dan    pengawasan    urusan

pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan desa;

b.  pengawasan     atas     perencanaan,     pelaksanaan,     evaluasi,     dan

pertanggungjawaban    atas    pelaksanaan    urusan    pemerintahan,

kesejahteraan rakyat dan desa;

c.  pengawasan  umum  dan  teknis  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan

Daerah;

d.  pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;

e.  pelaksanaan reviu/verifikasi dan/atau validasi data dukung laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

f.   pelaksanaan   evaluasi   atas   sistem   akuntabilitas   kinerja   instansi

pemerintah Perangkat Daerah;

9.  pelaksanaan evaluasi kinelja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

h.  pelaksanaan     reviu     rencana     pembangunan     jangka     panjang

Daerah/rencana  pembangunan jangka  menengah  Daerah,  rencana

strategis  satuan  kerja Perangkat Daerah,  rencana kerja pemerintah

Daerah/ rencana ken.a satuan kerja Perangkat Daerah;

i.   pelaksanaan   monitoring  dan   evaluasi   capaian   satuan   pelayanan

minimal pada Perangkat Daerah;

j.   pelaksanaan     pemeriksaan     dengan     tujuan     tertentu     terkait

penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  lingkungan  Pemerintah

Daerah;

k.  pengawalan      pelaksanaan      program/kegiatan      penanggulangan

kemiskinan di Daerah;

I.   pembinaan terhadap Desa;

in. pemeriksaan/audit  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Desa (Kinerja Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa,  Pendapatan Asli

Desa Sendiri, Bantuan Keuangan ke Desa).

2.  Inspektur   Pembantu   Bidang   Reformasi   Birokrasi   menyelenggarakan

fungsi:

a.  penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;

b.  pembinaan bidang reformasi birokrasi;

c.  penyusunan program kelja pengawasan reformasi birokrasi;

d.  pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
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e.  pelaksanaan    evaluasi/penilaian    mandiri    pelaksanaan    reformasi

birokrasi;

f.   pelaksanaan    penjaminan    kualitas    sistem    pengendalian    intern

pemerintah;

9.  pelaksanaan     evaluasi     sistem     akuntabilitas     kinerja     instansi

pemerintah;

h.  pelaksanaan    monitoring,    evaluasi    dan    pelaporan    pelaksanaan

koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi,  serta strategi nasional

pencegahan korupsi;

i.   pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;

j.   pengendalian gratifikasi;

k.  sosialisasi   dan    fasilitasi   penyusunan    laporan    harta   kekayaan

penyelenggara negara;

I.   sosialisasi   dan   verifikasi   laporan   harta   kekayaan  Aparatur   Sipil

Ne8ara;

in. pembangunan dan evaluasi zona integritas, wilayah bebas dari korupsi

dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

3.  Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan     kebijakan     pembinaan     dan     pengawasan     bidang

akuntabilitas keuangan Daerah;

b.  penyusunan    program    kerja    pengawasan    bidang    akuntabilitas

keuangan Daerah;

c.  pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;

d.  pelaksanaan reviu satuan standar harga dan analisis standar belanja;

e.  pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran;

f.   pelaksanaan reviu dana alokasi khusus;

9.  pelaksanaan    pemeriksaan    atas    tuntutan    perbendaharaan    dan

tuntutan ganti rugi;

h.  pelaksanaan audit pendapatan Daerah;

i.   pelaksanaan audit pengelolaan aset Daerah;

j.   pelaksanaan audit ketaatan pengelolaan keuangan Daerah;

k.  pelaksanaan audit dana bantuan operasional sekolah;

I.   pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial; dan

in. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
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4.  Inspektur Pembantu Bidang Kinelja Perangkat Daerah dan Badan Usaha

Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan  kebijakan  pembinaan  dan  pengawasan  bidang  kinerja

Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

b.  penyusunan  program  kerja  pengawasan  bidang  kinerja  Perangkat

Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

c.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik;

d.  pelaksanaan audit kinelja Perangkat Daerah;

e.  pelaksanaan audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

f.   pelaksanaan audit kinelja Badan Layanan Umum; dan

9.  pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5.  Inspektur Pembantu Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi:

a.  penyusunan kebijakan pengawasan khusus;

b.  penyusunan program kelja pengawasan khusus;

c.  penanganan atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;

d.  pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/ Daerah;

e.  pemeriksaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;

f.   pemeriksaan    pelanggaran    kepatuhan    laporan    harta    kekayaan

penyelenggara negara/ laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;

9.  pelaksanaan audit investigasi;

h.  pelaksanaan audit forensik;

i.   pelaksanaan audit kepegawaian;

j.   pelaksanaan evaluasi benturan kepentingan;

k.  pengoordinasian unit pemberantasan pungutan liar;

I.   pelaksanaan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;

in. pelaksanaan probity audit pada Perangkat Daerah;

n.  pelaksanaan tindak lanjut keljasama dengan aparat penegak hukum;

dan

Ditetapkan di: Kebumen

Pada  tanggal:  \ 4 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH
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